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Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing the role of accounting infor-
mation systems in efforts to prevent fraud and manage BUM Desa for BUM Desa Boyo-
lali in Boyolali Regency (hereinafter referred to as BUM Desa Boyolali). This study used
a quali-tative method with a phenomenological approach and analyzed using data analy-
sis tech-niques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data
validity was also tested using data triangulation techniques. The results of this study
indicate that there is a high willingness from BUM Desa Boyolali to carry out fraud
prevention and management of BUM Desa using SIA. However, with the obstacles that
must be faced, there are still many preparations and improvements that must be made by
BUM Desa in implementing SIA in BUM Desa Boyolali.
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Abstraks

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran sistem in-
formasi akuntansi dalam upaya pencegahan fraud dan pengelolaanBUM Desa bagi BUM
Desa Boyolali di Kabupaten Boyolali (yang selanjutnya disebut BUM Desa Boyolali).
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan di-
analisis dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kes-impulan. Dilakukan pula pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi data.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kemauan yang tinggi dari BUM
Desa Boyolali untuk melaksakan pencegahan fraud dan pengelolaan BUM Desa dengan
menggunakan SIA. Akan tetapi dengan adanya kendala yang harus dihadapi, masih
banyak persiapan dan perbaikan yang harus dilakukan BUM Desa dalam melaksanakan
penerapan SIA dalam BUM Desa Boyolali.

JEL Classification: M41, H70, G38.
DOI: https://doi.org/10.26905/afr.v6i1.9142

1. Pendahuluan

Pada era modern saat ini, sistem informasi
menjadi salah satu faktor penting dalam men-
dukung operasional organisasi (Taherdoost,
2021). Hal ini menyebabkan ketergantungan akan
keberadaan teknologi semakin tinggi, salah sa-
tunya adalah bagi k-giatan pencatatan transaksi
keuangan. Semakin kom-pleks suatu kegiatan
operasional suatu organisasi maka akan semakin
penting pula sistem akuntansi untuk diterapkan
(Dewi, Kurniawan dan Yasa, 2018). Sistem infor-
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masi sendiri pada dasarnya didesain untuk dapat
membantu organisasi dalam pencatatan keu-
angan dan aktivanya, sehingga semestinya sistem
informasi dapat meminimalisir adanya risiko-
risiko kecurangan (Dai, Wang dan Vasarhelyi,
2017; Firdaus, 2019; dan Sari & Prayudi, 2023).
Arti penting dari keberadaan sistem infor-
masi tersebut tak tekecuali juga menjadi per-
hatian di organisasi Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa). BUM Desa merupakan salah satu
organisasi yang sangat memerlukan sistem in-
formasi mengingat jumlah alokasi dana yang
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diberikan pemerintah untuk BUM Desa (melalui
dana desa) tidaklah kecil dan bahkan terus me-
ningkat setiap tahunnya (Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, 2019). Selain jumlah dana
BUM Desa, perkembangan jumlah unit BUM De-
sa juga telah mengalami peningkatan selama lima
tahun terakhir. Pada tahun 2014, hanya terdapat
1.022 unit BUM Desa yang berdiri di Indonesia,
namun memasuki tahun 2015 hingga 2018
sebanyak 45.549 unit BUM Desa telah berhasil
dibentuk (Kemendesa.Go.ld, 2019).

Filosofi penciptaan BUM Desa yang memi-
liki tujuan positif ternyata tidak diimbangi de-
ngan kenyataan bahwa pengelolaannya banyak
dicurangi. Sebagai contoh kasus munculnya la-
poran warga desa Maribaya, Kecamatan Karang-
anyar yang melaporkan penyelewengan didalam
BUM Desa bahwa pendapatan BUM Desa yang
seharusnya mencapai Rp100 juta lebih hanya
dilaporkan ke publik sebesar Rpl0juta lebih
(Santoso, 2019). Tindak kecurangan tersebut
dapat terjadi akibat tidak adanya pembukuan
yang terintegrasi sistem dan lemahnya pengen-
dalian internal dari BUM Desa terkait, sehingga
membuka peluang untuk dilakukannya tindak
kecurangan (Mahmudah, 2018). Kemudian ter-
dapat pula kasus dugaan korupsi dana BUM
Desa hingga ratusan juta rupiah oleh LSM Gem-
par Peduli Rakyat Indonesia karena memberikan
instruksi belanja tanpa disertai rincian belanja
dalam membuat Surat Pertanggungjawaban
(Margono, 2018).

Pengawasan, pencatatan keuangan, dan
dokumentasi yang lemah juga akan semakin me-
mudahkan pelaku untuk melakukan fraud. Kon-
disi inilah yang masih banyak terjadi di lingkup
pemerintahan Indonesia. Para pemegang keku-
asaan di pemerintahan desa akan cenderung me-
manfaatkan jabatan mereka untuk mengelola data
keuangan dan aktiva desa dengan tidak benar
(Seputro, Wahyuningsih dan Sunrowiyati, 2017).
Apabila pencatatan dan pengelolaan BUM Desa
masih dilakukan secara manual maka peluang
dan potensi kecurangan pengelolaan keuangan
dan aktiva BUM Desa akan sangat mungkin ter-
jadi (Firdaus, 2019; Sofyani, Atmaja dan Rezki,
2019).

Kondisi ini sejalan dengan salah satu
laporan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia
Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan bah-
wa sektor anggaran dana desa menjadi sektor
dengan kasus korupsi terbanyak di tahun 2021,
dengan jumlah kasus sebanyak 154 kasus
(Anandya, Easter dan Ramadhana, 2021). Selain
kasus korupsi yang meningkat, kasus penye-
lewengan dana dan kecurangan pelaporan keu-
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angan yang dilakukan oleh para petinggi BUM
Desa juga masih cukup sering terjadi dalam pe-
ngelolaan dana BUM Desa (Santoso, 2019; Sa-
putra, 2019; Suadnyana, 2021).

Selain laporan penelitian ICW, terdapat
pula beberapa penelitian terdahulu yang mem-
bahas mengenai peran sistem informasi akun-
tansi. Keberadaan sistem informasi maka pe-
nyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih
terintegrasi dan membantu mengenali apabila
terjadi manipulasi atau kecurangan pada laporan
keuangan itu sendiri (Zakiah, et al., 2022). Sistem
informasi yang terintegrasi (misalnya dengan
adanya sistem blockchain) dapat memperkuat sis-
tem kontrol atas suatu pelaporan keuangan dan
pencatatan atas transaksi akuntansi (Dai, ef al.,
2017).

Penelitian terdahulu yang terkait dengan
penerapan sistem informasi pada pengelolaan
akuntansi desa mulai mengalami perkembangan
seiring dengan adanya penerapan Sistem Keuang-
an Desa (SISKEUDES). Siskeudes sendiri meru-
pakan suatu sistem informasi yang dikembang-
kan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP) dengan tujuan untuk memban-
tu pengelolaan dan meningkatkan kualitas tata
kelola keuangan desa, baik dalam kegiatan mem-
buat laporan keuangan, laporan pertanggungja-
waban serta dalam kegiatan pengendalian inter-
nal (BPKP, 2015).

Berdasarkan beberapa penelitian terdah-
ulu, diketahui informasi bahwa pemanfaatan sis-
tem informasi berupa website BUM Desa dan
sistem akuntansi untuk pencatatan dan pengel-
olaan keuangan BUM Desa berpengaruh positif
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
BUM Desa dan kinerja karyawan BUM Desa
(Selamat, 2018; Pramita, 2018; Hapsari, Utami dan
Kean, 2021). Bagi BUM Desa yang telah menerap-
kan sistem informasi akuntansi pada pengel-
olaannya diharapkan dapat terus memanfaatkan
keberadaan sistem informasi agar dapat mening-
katkan pencegahan fraud.

Penelitian Atintyasputri dan Hapsari (2019)
membahas mengenai implementasi siskeudes pa-
da pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar.
Dari hasil penelitian tersebut diperoleh informasi
bahwa ketika sebuah desa telah memiliki ke-
terbukaan dengan teknologi dan ketika desa ter-
sebut juga memiliki sumber daya manusia (SDM)
yang berpengetahuan serta berkemampuan untuk
mengelola siskeudes dengan baik.

Namun, perkembangan sistem seperti SIS-
KEUDES juga tidak luput dari kendala-kendala
seperti adanya kesalahan beberapa laporan yang
dikarenakan siskeudes sering mengalami error,
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akan tetapi dengan adanya aplikasi siskeudes
yang diterapkan membuat kinerja pemerintah
desa semakin meningkat dalam upaya mengha-
silkan laporan keuangan yang efektif dan efisien
(Malahika, Karamoy, dan Pusung, 2018; Dewi,
Kurniawan, dan Yasa, 2018)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka
penelitian ini dilakukan dengan tujuan menga-
nalisis bagaiamana peran sistem informasi akun-
tansi BUM Desa pada BUM Desa di Kabupaten
Boyolali dalam meningkatkan efektivitas pen-
cegahan fraud dan pengelolaan BUM Desa. Pene-
litian ini penting untuk dilakukan mengingat
angka kerugian yang dihasilkan dari fenomena
korupsi dan pencatatan laporan keuangan yang
curang, terbilang besar. Apabila fenomena korup-
si dan kecurangan ini dibiarkan terus menerus
maka akan semakin merugikan negara serta desa
lain yang benar-benar memerlukan dana untuk
pengembangan.

BUM Desa di wilayah Kabupaten Boyolali
dipilih menjadi objek penelitian karena melihat
adanya visi dan misi Kabupaten Boyolali yang
menyatakan “Pro investasi demi mewujudkan
kemajuan Kabupaten Boyolali dan meningkatkan
kesejahteraan Kabupaten Boyolali”. Hal ini telah
diwujudkan melalui beberapa pelaksanaan per-
janjian yang menunjang kesejahteraan masyara-
kat desa, seperti pembiayaan 50 warga desa da-
lam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu
Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan pengoperasian
mobil Esemka untuk mobil layanan desa (Pakar,
2021; Susanto, 2018; Yulianto, 2018). Perwujudan
dari visi dan misi tersebut, akan menjadi semakin
baik apabila disertai dengan pencatatan dan
pelaporan keuangan yang dapat dipertanggung-
jawabkan (Hapsari, Utami dan Kean, 2021). La-
poran keuangan yang didokumentasikan dengan
menggunakan sistem informasi akuntansi dapat
meningkatkan keandalan dari laporan keuangan
itu sendiri (Taherdoost, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi BUM Desa Boyolali sebagai pemberian gam-
baran bagaimana sistem informasi akuntansi da-
pat membantu pengelolaan kegiatan operasional
unit usaha BUM Desa dan mencegah terjadinya
fraud. Selain itu penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan informasi tambahan terkait
dengan perbaikan apa yang diperlukan BUM De-
sa Boyolali dalam mengatasi kendala saat mene-
rapkan sistem informasi akuntansi. Bagi Peme-
rintah Desa penelitian ini diharapkan dapat mem-
berikan evaluasi dan informasi tambahan terkait
dengan bentuk sistem informasi yang sesuai
dengan BUM Desa yang akan mendorong me-
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ningkatnya efektivitas kegiatan operasional BUM
Desa.

2. Literatur Review

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya dise-
but BUM Desa merupakan badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa (Peraturan Menteri Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015).

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai
upaya menampung seluruh kegiatan di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dike-
lola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Selain itu, keberadaan BUM Desa memiliki mak-
sud dan kegunaan lain yang mana dengan ber-
dirinya BUM Desa maka perekonomian desa
diharapkan dapat meningkat, aset desa menjadi
semakin optimal dan dapat meningkatkan usaha
masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi
Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha
antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, men-
ciptakan peluang dan jaringan pasar yang men-
dukung kebutuhan layanan umum warga, mem-
buka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan
meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan
Pendapatan Asli Desa.

Kewajiban bagi setiap desa untuk memiliki
BUM Desa adalah dalam rangka untuk membe-
rikan semangat gotong royong dalam membang-
un unit-unit usaha, mengembangkan kemampu-
an wirausaha sekaligus meningkatkan perluasan
ekonomi yang bisa dikembangkan bersama de-
ngan masyarakat, sehingga memberikan nilai
tambah bagi desa. Organisasi pengelola BUM
Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa
yang susunan kepengurusan organisasi pengelola
BUM Desa terdiri dari atas penasihat, pelaksana
Operasional serta pengawas.

Sistem Informasi Akuntansi BUM Desa

Sistem informasi akuntansi badan usaha
milik desa (SIA BUM Desa) adalah suatu aplikasi
yang membantu proses pengelolaan manajemen
administrasi dan keuangan bum desa yang di-
kembangkan guna mendorong bum desa meng-
elolanya dengan profesional dan terkomputerisasi
(dijen kesbangpol kementerian dalam negeri,
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2019). BUM Desa adalah badan usaha yang me-
nerima penyertaan secara langsung dari kekayaan
desa untuk dimanfaatkan bagi memenuhi kese-
jahteraan warga desa, sehingga SIA BUM Desa
diperlukan untuk mendorong pengelolaan yang
transparan, profesional serta akuntabel.

SIA BUM Desa adalah sistem yang dikem-
bangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dengan basis offline. Sebe-
lum SIA BUM Desa, BPKP sudah membuat dan
mengembangkan sistem keuangan desa (siskeu-
des) untuk meningkatkan kualitas tata kelola keu-
angan desa (Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, 2015). Kemudian, BPKP merilis
SIA BUM Desa sebagai upaya dalam mencegah
kecurangan, serta salah satu langkah untuk me-
lakukan perbaikan atas tata kelola dan sistem pe-
ngendalian internal di dalam BUM Desa (Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016).
Pemanfaatan sistem informasi tersebut dapat me-
ngurangi biaya transaksi dan mempermudah
bum desa mengakses dan mengelola informasi,
serta mendorong kepatuhan administratif.

Fraud

Menurut the Association of Certified Fraud
Examiners, fraud merupakan perbuatan yang tidak
sesuai dengan hukum yang dilakukan secara dis-
engaja guna memenubhi tujuan dan kepentingan
tertentu seperti memanipulasi atau pemberian
laporan yang tidak sesuai dan tidak relevan
kepada pihak-pihak lainnya yang dilakukan baik
dari orang dalam ataupun luar organisasi dengan
tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau ke-
lompok yang merugikan pihak lainnya secara
langsung ataupun tidak langsung (ACFE, 2022).
ACFE membagi fraud (kecurangan) dalam tiga
jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu
1) Asset misappropriation atau penyalahgunaan
aktiva, 2) Fraudulent Statements atau kecurangan
laporan keuangan dan 3) Corruption atau korupsi.
Setiap fraud yang ada sering kali sulit dideteksi
dikarenakan pihak-pihak yang bekerja sama
menikmati keuntungan dan termasuk didalam-
nya terdapat penyalahgunaan wewenang atau
perbedaan kepentingan (conflict of interest), pe-
nyuapan, penerimaan yang tidak legal, dan pe-
merasan secara ekonomi.

3. Data dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuali-
tatif dengan pendekatan fenomenologis. Metode
kualitatif digunakan untuk mendapatkan pema-
haman yang lebih mendalam terkait dengan kon-
disi yang ada di BUM Desa di Kabupaten Boyolali
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terkait dengan kebutuhannya akan teknologi dan
sistem informasi. Pendekatan fenomenologi digu-
nakan karena penelitian ini ingin berfokus pada
eksplorasi dan pendeskripsian suatu fenomena
terkait dengan urgensi kebutuhan sistem infomasi
yang dapat dipergunakan untuk mencegah ket-
erjadian fraud dan mengelola keuangan BUM De-
sa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data primer yang diperoleh dari pro-
ses wawancara dan dokumentasi. Teknik wawan-
cara yang akan digunakan merupakan teknik
wawancara yang mendalam atau dikenal juga
dengan istilah in-depth interview (Sekaran dan
Bougie, 2016). Teknik ini digunakan agar pertan-
yaan yang diajukan peneliti dapat berkembang
sesuai dengan arah jawaban dan pembicaraan
dari narasumber. Proses wawancara dilakukan
dengan tiga orang narasumber yang bertugas
sebagai pengelola BUM Desa di Kabupaten Boyo-
lali, yaitu Direktur BUM Desa, Sekretaris BUM
Desa, dan Bendahara BUM Desa. Selain itu wa-
wancara juga dilakukan dengan Kepala Desa di
wilayah terkait yang berperan sebagai pe-
nanggung jawab dan pengawas dari BUM Desa
tersebut. Sementara itu, dokumentasi diperoleh
melalui pengambilan gambar, catatan-catatan
rapat, dokumen pencatatan keuangan unit usaha
BUM Desa, laporan pertanggung jawaban dan
sebagainya.

Teknik analisis data yang dipergunakan
dalam penelitian ini meliputi reduksi data, pen-
yajian data, serta penarikan kesimpulan.

Pada tahap terakhir, kesimpulan disusun
dengan mengambil pokok pembahasan dari hasil
penelitian yang didasarkan pada sekumpulan
bukti yang diperoleh saat wawancara dan doku-
mentasi bukti pendukung yang telah dipastikan
keabsahannya melalui teknik triangulasi.

Penelitian ini menggunakan teknik triangu-
lasi data yang dilakukan dengan mengadakan
kegiatan wawancara dengan beberapa narasum-
ber yang memiliki perbedaan jabatan, sudut pan-
dang, dan peran dalam BUM Desa terkait
(Creswell & Poth, 2016; Moleong, 2012). Tahapan
penelitian diawali dengan dilakukannya proses
wawancara tatap muka dengan pengurus BUM
Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten
Boyolali. Teknik triangulasi lain yang dilakukan
yaitu penelusuran atas dokumen-dokumen yang
mendukung informasi yang diperoleh dari
kegiatan wawancara, seperti laporan pertang-
gungjawaban keuangan BUM Desa, catatan dan
pembukuan keuangan BUM Desa (soft copy Micro-
sotf Excel) pada program yang telah berjalan, dan
dokumen-dokumen lainnya.
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4. Hasil

BUM Desa di Boyolali ini pertama kali ber-
diri di tahun 2018. Tujan pembentukan BUM De-
sa adalah guna memenuhi keinginan desa yang
semakin tinggi untuk mengembangkan usaha
guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
serta untuk mengembangkan pengelolaan unit
usaha yang sebelumnya telah dimiliki yaitu unit
usaha pengelolaan lahan parkir desa yang telah
ada sejak tahun 2015 dan usaha sewa rumah toko
(ruko) yang sudah ada sejak tahun 2017.

BUM Desa Boyolali ini memiliki beberapa
orang pengurus yang menjadi pengelola dan
penanggung jawab kegiatan usaha yang ada di
BUM Desa, antara lain Bapak AN selaku Ketua
Pelaksanaan Operasional BUM Desa, Ibu BD
selaku Bendahara BUM Desa, dan Bapak CI se-
laku Sekretaris BUM Desa. Selain ketiga pengurus
tersebut terdapat pula pengawas yang berasal
dari Badan Pengawas Daerah yang adalah Bapak
DK, dan terdapat seorang Penasehat BUM Desa
yaitu Bapak EY yang merupakan Kepala Desa
dari BUM Desa itu sendiri.

Seiring dengan berdirinya BUM Desa,
dibentuk pula satu unit usaha tambahan yang
dikelola oleh BUM Desa yaitu usaha pembiayaan
yang merupakan sebuah usaha yang hampir mi-
rip dengan usaha simpan pinjam. Akan tetapi
dalam kenyataannya kegiatan yang dilakukan
oleh unit usaha pembiayaan tersebut hanya kegi-
atan pinjaman saja dan tidak ada kegiatan pe-
nyertaan simpanan masyarakat. Dana yang di-
peroleh untuk modal bagi unit usaha pembiayaan
berasal dari sisa dana desa yang dialokasikan
untuk penyertaan modal BUM Desa. Pada tahun
2019 dibentuk pula sebuah unit usaha baru yang
bergerak di bidang jasa persewaan mainan anak.

Selain unit usaha tersebut, mulai memasuki
tahun 2020 BUM Desa kembali mengembangkan
unit usaha tambahan berupa unit usaha penge-
lolaan sampah. Unit usaha ini beregerak di bi-
dang jasa angkut dan pengelolaan sampah (baik
sampah rumah tangga maupun sampah dari
tempat usaha atau industri) dengan menerapkan
sistem keanggotaan, yang mana anggota diharus-
kan membayar iuran sampah sebesar Rp 50.000
perbulan.

Kemudian di tahun 2021, BUM Desa kem-
bali menambah unit usaha dengan memanfaatkan
potensi desa yang dimiliki yaitu sungai dengan
bebatuan besar dan lahan sekitar yang cukup
landai. Pada lahan yang ada didirikan sebuah
restoran dan area rekreasi (rivertubbing) dengan
tetap mempertahankan lingkungan dan kondisi
alam di sekitar lahan tersebut. Area wisata dan
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restoran tersebut baru resmi dibuka untuk umum
pada Agustus tahun 2022.

Kondisi Pengelolaan Keuangan BUM Desa

Selama kurang lebih empat tahun BUM
Desa Boyolali berdiri, pencatatan keuangan bagi
seluruh unit usaha BUM Desa dikelola hanya
menggunakan Microsoft Excel. Masing-masing u-
nit usaha memiliki pengurus unit tersendiri yang
kemudian memberikan laporan pertanggung
jawaban kepada Bapak AN selaku Ketua Pelak-
sanaan Operasional.

Para pengelola unit usaha BUM Desa me-
nyusun laporan pertanggung jawaban dari unit
mereka masing-masing dengan format pelaporan
yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis usa-
ha yang dijalankan. Hal ini menyebabkan pela-
poran keuangan BUM Desa yang selanjutnya di-
kumpulkan pada Ketua Pelaksanaan Operasional,
yaitu bapak AN, menjadi kurang rapi dan sulit
dimengerti jika tidak disertai dengan wuraian
penjelasan atau penjelasan lisan dari pengelola
unit. Pencatatan setiap transaksi pada masing-
masing unit usaha juga tidak dapat diawasi
dengan maksimal oleh Badan Pengawas Daerah
dan Ketua Pelaksanaan Operasional karena bukti
pencatatan dari setiap transaksi hanya berupa
nota pembelian maupun penjualan (baik nota
dengan cap resmi maupun nota manual) dan
kwitansi bagi unit usaha yang menyediakan jasa.

Persepsi Pengelola BUM Desa terhadap Pene-
rapan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam wawancara yang telah dilakukan,
diperoleh informasi dari Bendahara BUM Desa
bahwa sebenarnya dalam pengelolaan BUM Desa
memang memerlukan sebuah sistem pencatatan
dan pelaporan, karena kedepannya BUM Desa
diharapkan untuk dapat terus berkembang unit
usahanya.

“Sebenarnya kami di BUM Desa sangat butuh
aplikasi sistem akuntansinya, terutama agar kami bisa
membuat laporan keuangan yang bebas error dan
fraud. Karena sampai sekarang kami belum punya
pembukuan standar yang terintegrasii. Transaksi dica-
tat sementara dan dicatat biasa saja kalau ada
transaksi, tapi tidak ada jurnal atau buku besar dan
akun akun hanya sekedar dicatat saja beserta notanya
sehingga sebenarnya kredibilitas laporan kami masih
belum terlalu bisa dipastikan” Tutur BD.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh
Bu BD selama menjadi Bendahara Desa dan
menggunakan siskeudes, beliau merasa semua
pekerjaannya terbantu dengan adanya siskeudes.
Mulai dari ketika mencatat penerimaan dana
desa, pencatatan alokasi dana desa, penyusunan
laporan pertanggungjawaban dan sebagainya.
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Akan tetapi, ketika siskeudes mengalami pemba-
haruan sistem dari yang awalnya berbasis offline
menjadi berbasis online Bu BD merasa cukup
kewalahan dan menurut beliau update tersebut
menjadi sebuah hambatan baru bagi pencatatan
keuangan desa. Alasan yang mendasari pernya-
taan Bu BD yaitu terkait dengan lemahnya ja-
ringan internet yang ada di Desa Boyolali terse-
but, sehingga ketika sistem informasi yang di-
gunakan berbasis online dan jaringan internet le-
mah atau bahkan terkadang mati, Bu BD me-
ngalami kesulitan dalam memasukkan data-data
kedalam siskeudes.

“Kalau nanti BUM Desa kami diberi sistem
akuntansi, saya merasa lebih baik kalau sistemnya ber-
basis offline saja ketimbang online. Karna terlalu repot
kalau online, saya selalu berhadapan dengan masalah
jaringan yang jelek disini. Kerjaan jadi butuh waktu
lama untuk selesai. Kalau offline kita mengerjakan
mudah, kalau sudah, hanya tinggal mengirimkan
database hasil akhirnya saja ke kecamatan atau pusat”.
Tutur BD.

Berangkat dari pengalaman tersebut Bu BD
memiliki pemikiran bahwa sebaiknya bagi BUM
Desa sistem yang nantinya akan digunakan lebih
baik berbasis offline. Berbeda dengan pemikiran
Bapak BNyang merasa sebuah sistem akan lebih
mudah digunakan jika berbasis online karena
dengan demikian pencatatan dan input data ke-
uangan tidak perlu dilakukan secara berulang
agar lebih efektif.

“Kalau BUM Desa memiliki sistem, saya lebih
suka segala sistem seperti itu berbasis online karna
mempermudah kita segala transaksi bisa terhubung
dengan sistem lainnya sehingga pengawasan juga
menjadi lebih terbuka karena kan kita bisa mengontrol
secara langsung karena datanya sudah pasti terpusat.
Misalnya, kan unit usaha kami lebih dari satu yang
bisa saja nanti jenis usahanya berbeda, tidak hanya
jasa tapi juga ada dagang. Kalau misalnya setiap unit
usaha diberikan sistem itu untuk mencatat transaksi
dan bersifat offline, lalu bagaimana bisa kami nanti
menggabungkan 3 jenis laporan terpisah dari 3 unit
tersebut? Kalau online, walau setiap usaha punya
laporan sendiri dan dikerjakan terpisah, tapi kan jadi
efektif kalau sistem itu terhubung dan dapat membuat
laporan keuangan gabungan dari seluruh unit menjadi
satu. Basis online juga mempermudah kita untuk
mengoreksi kembali kalau ada yang salah, langsung ke
server utamanya juga terkoreksi. Jadi saat ada indikasi
yang mencurigakan kan kita bisa langsung saling
konfirmasi, sehingga bisa mencegah oknum yang mau
nakal” Tutur AN.

Menurut pengurus BUM Desa, keberadaan
sistem informasi akuntansi dirasa akan sangat
bermanfaat dalam membantu untuk pembuatan
laporan keuangan, pencatatan aset, serta sebagai
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sebuah catatan untuk pertanggungjawaban kepa-
da pengawas BUM Desa dan masyarakat Desa.
Pertanggung jawaban menjadi transparan dan
pendeteksian kemungkinan fraud semakin me-
ningkat.

“Kalau BUM Desa sudah memiliki sistem
informasi akuntansi pasti akan bermanfaat sekali buat
kami. Saya pernah belajar dan menggunakan siskeudes
di pemdes, dan itu sangat bermanfaat karna cuma
tinggal input transaksi, lalu di proses sebentar sudah
bisa jadi laporan keuangannya seara otomatis. Di
BUM Desa, kami juga butuh yang seperti itu, apalagi
kami sudah punya banyak unit usaha. Sementara kami
belum bisa membuat laporan keuangan karna tidak
punya sistem infromasi akuntansi untuk mengolah-
nya.” Tutur BD.

Berdasarkan pengalaman Bendahara BUM
Desa yang juga pernah menjadi Bendahara Pe-
merintah Desa, menggunakan sistem informasi
akuntansi dalam mengelola keuangan desa mela-
lui bantuan siskeudes akan membuat pekerjaan
lebih cepat dan praktis. Begitu juga persepsi Ben-
dahara BUM Desa bahwa sistem informasi akun-
tansi bagi BUM Desa pasti memiliki sisi keber-
manfaatan yang sangat besar bagi pengelolaan
keuangan BUM Desa. Proses pelaporan keuangan
juga menjadi lebih efektif dan efisien. Pencatatan
dengan sistem juga memiliki manfaat yaitu seba-
gai salah satu pengendalian atas risiko kesalahan
pencatatan, sehingga output laporan keuangan
BUM Desa akan lebih akuntabel dan relevan.

“Kesulitan kami karna tidak ada sistem infor-
masi akuntansi jadi masih belum mampu mengetahui
secara pasti berapa pendapatan bersih kami dan tidak
ada laporan keuangan membuat kami tidak dapat
menilai apakah usaha kami ini meningkat atau me-
nurun hasilnya. Selain kesulitan tersebut, kami pe-
ngurus utama BUM Desa juga sulit melakukan pe-
ngawasan terhadap kegiatan keuangan dari masing-
masing unit usaha ya. Pertanggungjawabannya terka-
dang masih sembarangan sehingga hal ini kan harus
segera diatasi agar tidak terjadi hal-hal yang men-
cemari BUM Desa kita ya. Kalau BUM Desa memiliki
sistem informasi akuntansi BUM Desa pasti akan
begitu bermanfaat untuk membantu kami. Karena
mempermudah kerjaan bendahara, dan kami juga bisa
melihat keadaan keaungan kami” Tutur AN.

“Saya rasa sistem akuntansi harus ada di BUM
Desa karna sangat dibutuhkan untuk mencatat semua
transaksi BUM Desa. Buat saya harus mencatat secara
manual atas unit usaha begitu repot, ditambah saya
tidak bisa lihat berapa jumlah bersih pendapatan kami
dan berapa uang pinjaman yang berputar di masya-
rakat. Kalau ada sistem akuntansiya, pasti mudah
membuat laporan keuangan sesuai kebutuhan kami.”
Tutur CI.
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Ketua dan sekretaris BUM Desa memiliki
pandangan bahwa sistem informasi akuntansi
bermanfaat pencatatan aset BUM Desa dan per-
putaran modal BUM Desa serta dapat mempro-
yeksikan jumlah aset yang dimiliki oleh BUM
Desa serta besarnya pengembalian (laba) yang
diperoleh dari unit usaha BUM Desa melalui
laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh
sistem informasi akuntansi, sehingga dengan ada-
nya sistem akan membantu dalam evaluasi kiner-
ja BUM Desa Boyolali. Hal ini menunjukkan bah-
wa tidak menutup kemungkinan bagi BUM Desa
untuk segera menerapkan dan menggunakan
sistem informasi akuntansi untuk mengelola pen-
catatan dan pembuatan laporan keuangan BUM
Desa.

Upaya Penerapan SIA pada BUM Desa Boyo-
lali

Menurut pengurus BUM Desa Boyolali,
ke-beradaan sistem informasi akuntansi dirasa
sangat bermanfaat dalam membantu untuk
pembuatan laporan keuangan, pencatatan aset,
serta sebagai sebuah catatan untuk pertang-
gungjawaban kepada pengawas BUM Desa dan
masyarakat yang ada di sekitar BUM Desa Bo-
yolali. Hal ini direalisasikan dengan adanya
upaya pengurus BUM Desa dan pemerintah
desa dalam menggunakan sistem informasi
akuntansi. Pada kepengurusan BUM Desa su-
dah banyak pengurus unit usaha yang diberikan
pelatihan dan pembelajaran mengenai Microsoft
Excel dan Microsoft Word.

“Para pengurus bumdes yang ada langsung di
lokasi unit usaha, misalnya di unit usaha restoran ini
sudah mulai kita berikan pelatihan di awal minggu
untuk belajar pembukuan sederhana dengan excel
atau sekedar membuat catatan pembelian persediaan
bahan makanan dengan word. Pelatihan ini tidak se-
ring, hanya sesekali saja ketika resto sedang senggang
. Tutur AN.

Selain itu BUM Desa Boyolali ini juga
telah melakukan kerjasama dengan sebuah
universitas dalam pembentukan sistem penca-
tatan transaksi penjualan di tahun 2019.

“Di tahun 2019 kita pernah bekerja sama
dengan salah satu universitas di Jawa Tengah, orang
Fakultas Sistem Informasi untuk pembuatan aplikasi.
Aplikasi tersebut di-custom khusus untuk BUM De-
sa Boyolali ini, nama aplikasinya “AgasoftPOS”.
Aplikasi ini berisi sub menu untuk pencatatan pen-
ju-alan, kemudian pencatatan stok persediaan barang
dan pembelian. Akan tetapi aplikasi ini baru sempat
digunakan di tahun 2022 setelah ada unit usaha
yang ada transaksi jual beli-nya karena sebelum ini
unit usaha yang ada di BUM Desa kan hanya unit
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usaha berupa simpan pinjam, jasa dan persewaan
saja.” Tutur EY.

Selain itu BUM Desa Boyolali ini juga
telah memperoleh salah satu sistem informasi
yang bernama Sistem Informasi Akuntansi BUM
Desa (SIABUMDES). Sistem tersebut diperoleh
dari BPKP yang pada bulan Oktober 2019
sempat melakukan pelatihan dan distribusi sua-
tu sistem untuk membantu mempermudah
pembuatan laporan keuangan pada BUM Desa.
BUM Desa Boyolali menjadi salah satu BUM
Desa yang mengikuti pelatihan dan memperoleh
sistem tersebut.

“Iya kami juga sudah mengenal aplikasi SIA
Bumdes yang dari BPKP, aplikasinya sudah sempat
kami pelajari sendiri. Tetapi kami tetap ada ke-
bingungan saat akan melakukan input informasi ter-
kait BUM Desa Boyolali karena memang ada bebe-
rapa hal yang kami belum paham.” Tutur BD.

Akan tetapi pada kenyataan sistem in-
formasi akuntansi yang telah diperoleh tersebut
(baik aplikasi AgasoftPOS maupun SIA BUM
Desa BPKP) masih belum dipergunakan untuk
pencatatan dan pelaporan keuangan BUM Desa
Boyolali secara maksimal. Diterimanya sistem
informasi akuntansi BUM Desa dari BPKP oleh
BUM Desa Boyolali membuat seluruh pengelola
BUM Desa mulai meneliti dan memahami
sistem tersebut guna penerapan SIA BUM Desa.

Kendala yang Dihadapi BUM Desa Boyolali
dalam Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam wawancara yang dilakukan,
penulis memperoleh informasi bahwa salah satu
kendala dalam penerapan sistem informasi a-
kuntansi pada BUM Desa Boyolali adalah sum-
ber daya manusia (SDM) sebagai pelaku penge-
lola BUM Desa itu sendiri. Pengurus BUM Desa
berasal dari warga yang ada di desa, sehingga
BUM Desa harus menerima kondisi SDM yang
ada dan tidak mempu menentukan kriteria
tertentu untuk mengangkat seseorang untuk
mengurus BUM Desa.

“Karena tujuan utama pembentukan BUM
Desa kan untuk menigkatkan kesejahteraan masya-
rakat desa ini, sehingga kita berusaha semaksimal
mungkin untuk menyerap SDM dari desa kita sen-
diri. Baik pengurus utama seperti ketua, bendahara,
sekretaris, dan ketua unit usaha serta para pengurus
operasional langsung yang ada di lapangan. Kita
juga tidak terlalu mempermasalahkan kemampuan
orang yang akan direkrut menjadi pengurus karena
adanya warga seperti itu, yang penting warganya
mau untuk belajar dan berusaha. Akan tetapi kita
sadar bahwa hal ini juga menjadi kendala dan
kelemahan utama kami dalam mengelola BUM Desa,
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karena harus mengajari dan memberikan pelatihan
yang pastinya tidak sebentar” Tutur EY.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak
AN yang mengatakan bahwa dengan adanya
BUM Desa, warga diharapkan dapat aktif turut
serta dalam pembangunan perkembangan yang
ada di desa.

"Ya memang kendala utama pengelolaan
BUM Desa itu SDM-nya yang sedikit dan kurang
memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem.
Hal ini membuat kami selaku pengurus utama me-
miliki tangqung jawab baru yaitu memberikan pela-
tihan. Tapi BUM Desa kan ada untuk warga, jadi
kita utamakan untuk menyerap pegawai BUM Des
yang berasal dari desa ini sendiri. Kalau kualitas
SDM-nya kurang, kita adakan pelatihan agar
warganya juga semakin maju. [ika desa ingin maju,
harus mulai dari warganya terlebih dahulu. Warga
desa di sini untungnya kompak dan memiliki
kemauan untuk maju bersama-sama, sehingga kita
sebagai pengurus utama BUM Desa juga tidak segan
untuk menunjuk warga dalam mengelola BUM
Desa” Tutur AN.

Kendala kedua adalah jaringan internet
yang kurang memadai sehingga penggunaan
aplikasi menjadi tidak maksimal.

“Jaringan internet di desa kami ini sebetulnya
baik, akan tetapi ada saat-saat tertentu jaringan
menjadi lemah atau kurang baik. Seperti saat ada
keramaian dan cuaca yang buruk. Misalnya pada saat
kami ingin menggunakan aplikasi AgasoftPOS di
resto saat weekend. Pengunjung resto dan wisata ini
saat akhir pekan sangat ramai, hal ini menyebabkan
jaringan wifi yang kami gunakan menjadi down dan
aplikasi yang digunakan juga down karena aplikasi
kami ini kan berbasis online” Tutur CI.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang
diberikan oleh Ibu BD yang menyatakan bahwa
aplikasi yang berbasis online akan cukup sulit
dijalankan di desa ini karena kondisi internet
yang masih belum stabil sehingga mampu
menghalangi proses pengelolaan BUM Desa.
Kendala selanjutnya adalah tidak ada pen-
dampingan lebih lanjut terkait dengan penggu-
naan aplikasi SIA BUM Desa yang berasal dari
BPKP.

"Terakhir pelatihan itu di tahun 2019 saja,
setelahnya belum ada pendampingan lagi” Tutur
AN

“Memang aplikasi sudah diberikan dan diper-
kenalkan, akan tetapi pendampingan berkelanjutan
untuk BUM Desa kami ini belum ada. Kami pihak
BUM Desa jadi kesulitan untuk mengatasi jika ada
kendala dari sistemnya atau mungkin kesulitan saat
akan melakukan input informasi atau transaksi unit
usaha jadi sulit. Kondisinya BUM Desa kami kan
memiliki berbagai jenis unit usaha, sehingga kami
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terkadang bingung mengatasi transaksi-transaksi
yang terkadang tidak biasa begitu” Tutur BD.

Berdasarkan keterangan yang diberikan,
kendala-kendala tersebut merupakan kendala
utama yang dihadapi oleh pihak BUM Desa
Boyolali selama empat tahun terakhir sejak BUM
Desa berdiri di tahun 2018. Hal ini menye-
babkan pengelolaan BUM Desa menjadi terham-
bat dan tidak maksimal dalam penyusunan pe-
laporan keuangan.

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
diuraikan sebelumnya, teridentifikasi bahwa
pada BUM Desa Boyolali sistem informasi akun-
tansi menjadi salah satu aspek penting yang
dibutuhkan oleh BUM Desa. Hal ini dikare-
nakan pesatnya perkembangan unit usaha yang
ada pada BUM Desa Boyolali yang memerlukan
pengelolaan keuangan yang terintegrasi sehing-
ga meminimalisir keterjadian dan peluang fraud.
Keberadaan sistem informasi akuntansi akan
membantu para pengurus unit usaha untuk
mengelola aktivitas unit usaha mereka masing-
masing dan dapat mempermudah Ketua Pelak-
sanaan Operasional, Badan Pengawas Daerah
untuk mengawasi transaksi-transaksi ekonomi
yang terjadi dimasing-masing unit usaha. Pe-
ngelola BUM Desa yang pernah mengelola keu-
angan desa dengan SISKEUDES membantu
memberikan pandangan yang positif terkait
dengan keberadaan sistem informasi akuntansi
pada BUM Desa. Diketahui dengan adanya
sistem informasi akuntansi, data yang di-input
akan terintegrasi dalam suatu sistem yang
transparan dan dapat diawasi oleh seluruh
pengelola BUM Desa. Sejak tahun 2018 dan 2019
BUM Desa telah melakukan beberapa upaya
untuk menerapkan sistem informasi akuntansi
dalam pengelolaan BUM Desa. Namun upaya-
upaya tersebut menghadapi beberapa kendala
yang kembali menurunkan semangat pengurus
BUM Desa dalam menggunakan sistem infor-
masi akuntansi. Kendala-kendala tersebut meru-
pakan kendala utama yang dihadapi oleh pihak
BUM Desa Boyolali selama empat tahun terakhir
sejak BUM Desa berdiri di tahun 2018. Hal ini
menyebabkan pengelolaan BUM Desa menjadi
terhambat dan tidak maksimal dalam penyu-
sunan pelaporan keuangan.

Hasil analisis dan eksplorasi dalam pe-
nelitian ini menunjukkan bahwa terdapat minat
dan kemauan yang kuat dari pihak BUM Desa
untuk menerapkan penggunaan sistem infor-
masi akuntansi. Minat tersebut tergambarkan
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dari pernyataan para pengurus utama BUM De-
sa yang mengatakan bahwa pelaporan per-
tanggung jawaban BUM Desa yang masih
rentan fraud dan masih belum dapat diandalkan
harus segera diatasi salah satunya dengan me-
ngintegrasikan pencatatan masing-masing unit
usaha BUM Desa dalam suatu sistem informasi
akuntansi. Sistem informasi akuntansi menjadi
pilihan utama untuk mengelola pencatatan keu-
angan BUM Desa karena salah satu pengelola
BUM Desa pernah merasakan manfaat sistem
informasi akuntansi melalui SISKEUDES. Hal ini
membuat para pengurus utama BUM Desa
berusaha melakukan pelatihan dan pengajaran
mengenai sistem informasi bagi para pengurus
unit usaha BUM Desa.

Kemudian dari sisi kemauan tergambar
pada upaya-uapaya yang telah dilakukan oleh
seluruh pengurus BUM Desa dan Pemerintah
Desa. Para pengurus BUM Desa (baik pengurus
utama dan pegurus masing-masing unit)
dengan sukarela melakukan pelatihan Microsoft
Excel dan Microsoft Word bersama pengurus unit
usaha BUM Desa yang masih belum begitu ma-
hir menggunakan teknologi. Kemudian upaya
lainnya juga nampak dari adanya aktivitas kerj-
asama dengan fakultas sistem informasi dari
sebuah universitas, investasi pembuatan aplikasi
AguasoftPOS, dan keikutsertaan Ketua Pelaksana-
an Operasional BUM Desa pada pelatihan peng-
gunaan aplikasi SIABUM Desa yang diadakan
oleh BPKP.

Sikap penerimaan tersebut sejalan dengan
model penerimaan teknologi atau technology
acceptance model (TAM). TAM merupakan suatu
model yang berbasis pada theory of reasoned ac-
tion (TRA) dan telah digunakan untuk menjelas-
kan sikap penerimaan individu atas perkem-
bangan teknologi yang ada. Selanjutnya terda-
pat sebuah teori yang juga menjadi dasar ber-
kembangnya model penerimaan teknologi yaitu
teori perilaku yang direncanakan (Theory Plan-
ned Behaviour/TBP). TBP berperan untuk mem-
bantu mengenali bagaimana perilaku seorang
individu dapat diubah dan TBP menyarankan
tindakan dari seorang manusia untuk dibimbing
oleh tiga faktor yaitu keyakinan normatif, keya-
kinan perilaku dan adanya kontrol. Pembahasan
tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya
yang telah dilakukan oleh Firdaus (2019);
Supriyati dan Bahri (2020); Widadi et al., (2021);
Kustinah, Hartikayanti dan Winarso (2022); serta
Sabilla, Azlina dan Nurulita (2022) yang juga
melakukan penelitian terkait sistem informasi
akuntansi dan perkembangan BUM Desa.
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6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Secara umum diperoleh hasil bahwa da-
lam pengelolaannya, BUM Desa Boyolali masih
belum menerapkan sistem informasi akuntansi
secara maksimal. Pencatatan, pengelolaan, dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban BUM
Desa dibuat secara sederhana dengan menggu-
nakan Microsoft Excel. Pelaporan tersebut belum
dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban
yang akurat sehingga kredibilitas laporan per-
tanggungjawaban yang disusun juga semakin
rendah. Bukti yang tidak akurat dan pencatatan
yang belum terintegrasi menyulitkan pengawa-
san terhadap kegiatan dari masing-masing unit
usaha BUM Desa. Para pengurus BUM Desa
telah menyadari lemahnya pengawasan tersebut
membuka peluang dan menyebabkan adanya
kerentanan fraud dalam pelaporan pertang-
gungjawaban tersebut, sehingga telah dilakukan
upaya-upaya menerapkan sistem informasi a-
kuntansi untuk membantu mengelola keuangan
BUM Desa.

Saran

Kendala yang dihadapi dalam penelitian
ini adalah keterbatasan waktu yang dimiliki
oleh narasumber, dikarenakan banyaknya kegi-
atan yang dilakukan di BUM Desa. Saran yang
dapat diajukan untuk penelitian berikutnya
adalah melakukan pengamatan dalam penge-
lolaan keuangan desa secara lebih menyeluruh,
tidak hanya fokus ke BUM Desa saja. Selain itu
penelitian lain yang dapat dilakukan di BUM
Desa adalah terkait akuntabilitas pelaporan ke-
uangan BUM Desa.
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